
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 'ig' TAHUN 2A2O

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGAIIAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAII

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BARITO SELATAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelengga,raan
pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan
Pemerintah KabupatenrBarito Selatan diperlukan suatu kondisi
bebas dari adanya benturan kepentingan;

b. bahwa dalam ralgka menrberikan persepsi dan pemaharnan
yang sama tentang benturan kepentingan, perlu disusun
pedoman penanganan benturan kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

DENGAN RAHMAT TUHAN YAITG MAHA ESA

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 'Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Fembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun Lq99 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun L999 Nomor
14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a150);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2aa4 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 549a\;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a14

Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaii
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahgn 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun
2QL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8" Peraturan Pemerintah Nomor 6O

Pengendalian Intern Pemerintah
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
Negara Republik Indonesia a890);

Tahun 2008 tentang Sistem
(Lembaran Negara Republik
\27, Tambahan Lembaran

9. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2Al7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zAfi Nomor 63, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemeintah Nomor 17 Tahlun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a77i;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyeien88araan

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 60a1);

10.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2AL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322\;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barangl Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6O Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Pengembangan Zona Integritas Menuju Wiiayah Bebas Korupsi
dan ,Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pernbentukan Produk.,F, ukum .Daerah iBerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nom.qr 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturanr.Mentq!! Dalam Negeri Nomor 12O Tahun
2A18 tentq4g Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun ZO1S. tin-tang Pembentukan Produk Hukum
Daerah ( Berita..ltegara'Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1s7);

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentaqg Pembentrrkan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2Ot6 $oriior 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2O1B tentang
Pedoman Pengendalian Grati{ikasi di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2Ot8 Nomor 29);

Menetapkan : PERATURAN
BENTURAN
DAERAH.

Dalam Perafi-rran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
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2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah

Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati.

7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegarxrai Negeri Sipil dan Non
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Atasan Langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya
rnembawahi seorang pegawai atau lebih pegawai-

9. Benturan kepentingan adatah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi
mempengaruhi danlatau dapqt menyingkirkqn.profee-ionalitas seorang pejabat
dalam mengemban tugas.

10. Pejabat pemerintah yang berwenang dul?ry penga;abilan keputusan dan
penentuan kebijakalr adatah pejahat''tata usaha negara yang membuat
keputusan tata usaha negar.e. dan rprrgarnbil.tiadakan tata usaha negara.

11. Perencana adalah pejabatt'pe g diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak sgcara :i p,ejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiata$ peren pedi{,unit-pereneanaan tertentu.

L2. Pengawas adalah pejaba! pe.lx.terint4h:r:yer'rg mepgawasi tugas dan fungsi
perangkat daerah agat.. sgsuai,:-:deng,,,? * idah yaag berlaku, dalam ha1 ini
adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Daerah.

13. Pengelola Keuangan "a"f"n'pe##ni$g Cit""jrk rnengelola keuangan yang
karena jabatannya d$ry! st-rqktur 'Daftar P.elaksanaan Anggaran (DPA),

melaksanakan tugas-tugas pengelola keuangan.
14. Pelaksana pelayanan publik a* ,p .* pegawai, petugas dan setiap orang

yang bekerja di dalam unit srgq sasi,:yang mernpunyai tugas memberikan
pelayanan publik.

15. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakr.lkan verifikasi, sertifikasi
dan tqiuan pengujian lainnya.

16. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat
pada Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jaurab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah
yang rnelaksanakan pengadaan barang/jasa.

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah
pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 {satu} atau
beberapa kegiatan dari sLratu program Organisasi Perangkat Daerah.

19. Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh PejabatlPegawai dengan
pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan
darah, hubungan perkaurinan rnaupun hubungal
pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusaflnya.
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24. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk
uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik, yang dilakukan oleh PejabatlPegawai Pemerintah Daerah
terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat rnenimbulkan benturan
kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas mar-lpun

21..

22.

23.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai datam penanganan Benturan Kepentingan adalah
tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat
ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah.

profesionalisme.
Kepentingan Pribadi (Vested Interest) adalah keinginan/kebutuhan
pejabatlpegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/at^au bersifat
hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/ balas jasa.
Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintatr Daerah memegang
jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan d.engan tugas dan tanggung
jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara
profesional, independen dan akuntabel.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOp adalah
pedoman atau acttan untuk rnelakr:ana tugas pekerjaan sesuai d.engan
fungsi dan alat penilaian kinerja instansi Pemerintah berdasarkan indikator
teknis, adrninistratif dan prcsedural sesuai der:rgan tata keda, prosedur kerja
dan sistem kerja pada unit kerja yangbersangkutan.

" '-"''' "';1iit$t.' 'Pasal 2

Pedoman Penanganan Bentu*llit;# im*n*rdkan sebagai kerangka
acuan untuk mefigena[,.,meaeegah,. r mengatasi Benturan Kepentingan
di lingkungar? Pemerintah Daerah.

-i:_ .r.r::.::r,.r. ..,.,;: : it,:i::t:..

Pedoman sebagaimro* airrrrt *rJ pra, ayat (1) bertujuan untuk:
a. rnenyediakan kerangk acuan ,bagt pejabatlpqga#ai pada Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerirrtah Eaerah,'uGtuk', engendalikan, mencegah dan
mengatasi Benturan Kepentingan;

b. rnenciptakan budaya kerja y.ang dapat mengenali, mencegah dan rnengatasi
situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien taspa
mengurangi kinerja Pejabatl Pegawai yang bersangkutan;

c. menegakkan integritas;
d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan rnencegah timbulnya kerugian
Negara; dan

e. menciptakan pernerintahan yang bersih dan berwibawa.

(1)

{21
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BAB II
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

PejabatlPegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:
a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan

penentuan kebijakan;
b. Perencana;
c. Pengawas;
d. Pengelola keuangan;
e. Pelaksana pelayanan publik;
f. Penilai;
g. PPK;
h. Pejabat Pengadaan; dan
i. PPTK.

Pasal 5

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh
Pejabat/ Pegawai adalah:
a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau

pemberian / penerimaan hadiah atas .suatu. *eputusan /j abatan;
b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan'/instansi untuk kepentingan

pribadi/golongan;
c- situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatanlinstansi dipergunakan

d. perangkapan jabatan dibeberapa instansi,,yang memiliki hubungan langsung
atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan
pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

e. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada
pihak tertentu rnisalnya dalam rekntragrr pegawai tanpa mengikuti prosedur
yang seharusnya;

f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena

h.
i.

adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek

tersebut merupakan hasil dari si penilai;
situasi dimana adanya kesempatan penyaiahgunaan jabatan ;
moonlighting atau outside emplogmenf (bekerja lain di luar pekerjaan
dan;

pokoknya);

j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan
wewenang.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi:
a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan /

pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi

/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
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pemilihan partner f rekanar' kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesionai;
melakukan komersialisasi pelayanan publik;
penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norrna, standar dan prosedur;
melakukan pengawasan atas pengan-lh pihak lain;
menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
meiakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

sumber penyebab terj adinya Benturan Kepentingan meliputi:
a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat/Pegawai membuat keputusan atau

tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas
pemberian wewenan g yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Pejabat/Pegawai rnenduduki dua atau lebih
jabatan pubiik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional,
independen dan akuntabel;

c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oieh seorang
Pejabat/Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan
perkawinan maupLrn hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi
keputusannya;

d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luAs,meliputi pemberian uang, barang,
rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perja-lanan wisata, pengobatan cuma-cLr.ma dan fasilitas 1ainnya; dan

e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi
pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyeienggara negara yang
disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

(1)

(2|

BAB III
PENANGANAN

Pasal 8

Setiap pejabat f pegawai melakukan identifikasi potensi
dalam rneiaksanakan tugasnya.

Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan
tugasnya, pejabat / pegawai sebagaimana dimaksud
melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan

benturan kepentingan

dalam melaksanakan
pada ayat (1) wajib

langsung.

{3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat tzl dilaksanakan dengan
menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan
langsung.

{a) Pejabat I pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk
meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait
dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
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(5) Format laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
t3) sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) PejabatlPegawat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat {4}
diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Selain pejabatlpegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pemangku
kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui alasan atau potensi
adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah agar melaporkan
kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi benturan
kepentingan.

Pasal 1O

{1} Atasan langsung setelah menerima.,lapqia sEbagaiman-a.dimaksud dalam pasal
I ayat {2) dan Pasal 9 melakukan'telaah awal :terhadap potensi terjadinya

.

(2) Atasan langsung mengambil keputps44 mengenai kebenaran ada atau tidak
adanya benturan kepentin da$;&.a**}.,penelaahan awal atas laporan potensi
tedadinya benturan kepentingan .sebag{q,.qqa dimaksud pada ayat (1}- paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan tedadinya potensi Gnturan
kepentingan.

(3) Datam hal penilaian atas.an. Iarysung dari.;-hasit. tel,aeh sebagaimana dimaksud
pada ayat (2| mealratakan, Pejabat/Fega.q?i memiliki benturan kepentingan,
maka Pejabat/Pegawai teisebut.dipulus,lqq q4tuk tidak terlibat dalam p.i"."
pengambilan kepufi,rsan,' . 16rk 1i En.**.'-: penugasan dan/atau rnengambil
tindakan lain yang diperlukarr.terkait.$€ngan penugasan yang terdapat benturan
kepentingan tersebut.

(4) Dalam hal penilaian atasan l fiasitr telaah sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 menyatakan ' PeiabatlPrgawai tidak memiliki benturan
kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

(5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka atasan langsung
memberikan saran /arahan yang diperlukan kepada pejabat/pegawai.

(6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan
kepada atasan langsung.

(7)Atasan langsung wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama S (lima) hari
kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola, terhitung sejak tanggal
diterimanya laporan dari pejabatl pegawai.

(8) Kepufusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi terjadinya
benturan kepentingan didasarkan pada pertirnbangan tingkat risit o yanA dapat
ditoleransi.

Pasal 1 1

Atasan dari atasan langsung melakukan pengawasan dan rnonitoring terhadap
pelaksanaan keputusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) dan ayat
(8).
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Pasal 12

(1) Dalam hal pejabat yang rnemiliki potensi benturan kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya adalah l{epala Perangkat Daerah, maka pejabat
dimaksud wajib melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

(2) Tata.u.ru. p.rri1tg*r*t, benturan kepentingan terhadap Kepala Perangkat Daerah

dilaksanakan secara rruttatis mutandis dengan tata cara penanganan benturan
kepentingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10

Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor
pendukung, meliputi:
a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai Pemerintah Daerah;

c. perhatian khusus yang dilakukan terhadap hal tertentu yang dianggap beresiko

iinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan di antaranya:
1. hubungan afiliasi;
2. gratifikasi;
3. pekerjaan tambahan;
4, informasi orang dalam;
5. kepentingan dalam pengadaan barang,liasa;
6. tuntutan keiuarga dan komunitas;

8. intervensi pada jabatan sebelumn5la; dan/atau
9 " perangkapan jabatan.

d. langkah-prlrr*ntif dengan pen5rusunan SOP untuk sernua kegiatan/layanan
yang dilaksanakan;

e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
1. sanksi sesuai dengan Peraturan P.erundang-undangan;
2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang

ada; dan
3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.

f. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 14

(1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaiuasi
internal secara berkala dalam rang;ka pemutakhiran hasil identifikasi potensi
terjadinya benturan kepentingan dan penanganannya.

(2) Inspektorat melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penanganan
Benturan Kepentingan pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 15

Evaluasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertujuan
untuk:
a. mengetahui dan rnengukur efektivitas implementasi Penanganan Benturan

Kepentingan;
b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penanganan

Benturan Kepentingan;
c. memberikan maslrkan tentang kebr-rtuhan yang diperlrrkan dalarn Penanganan

Benturan Kepentingan;
d. mendapatkan g**brran tingkat capaian/perkemLrangan metode yang digunakan

dalam penanganan Benturan Kepentingan;
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e. merrd.apatkan tambahan infcrrnaei teatang adan3ra kesulitan darn hambataa
setrarea penanga$an Benf,uran Kepntingan; dan

f" nnemberikan umpaa balik bagi sisterlr penanganan Benturan Kepentiagan yang
di bangun"

Pasal 16

{I"} Laporan hasil evaluasi dan rnonitoring terhadap pes}ang€rna-n Benturan" 
Kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud datram Pasal tr 4
ayat {2} berisikan inf<rrarasi rneagenai:
a. idegtifikasilpemetaan Besturan-r Kepentingan da:r neeru:m.erskan prosedur

penarigallaiirlya;
b. sosia-lisasi terkait dengan hasil identitlkasi Benfuran Kepentingan darl

prosedur penanganafl.nya kepada p*gawai di tringkuregannya;
c" implernentasi hasil identitr?kasi Benturan Kepentingan beserta prosedllr

penaclganaar}ya;
d. ivaluasi interr:al atas pena:"iga$alr Eenturan Kepenticgan; dan
e" tindak lalrjut hasil evaluasi intersal atas penanga$afi. BentLrra-ra Kepentingan.

(2| Inspektorat menlrusun laporan sebagairnaraa dirnaksud pada ayat {1} dalam
Uentut surat yaag disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah. sebagai dasar
urtuk melakukan perbaikaa ruekanisme penangalrarr Elenturan Kepentinga"o,
dengan ternbusan Gepada tsupati, Gr"lkrnur , Menteri Dalasr Negeri, $llenteri
PeraEayagunaam Aparatur Negara dan Refsrrnasi Birokrasi, darl Komisi
Fernberan tasam Kortrpsi'

B&B V
KETEXS?UA}{ PENUTUP

Pgsai 17

Peraturan Bupati ini rnutrai berlalru peda tanggpl dirrndangkan"

Agar setiap orang rnengetalurinya, rrenaerintahkan pngundangan Perahlran Bupati
in i du*gr* penempatannya dala.rn Berita Daerah Kablrpaten Barito Selatan"

sEjl"fftrA$,

2B2A

DAERAfi
SETATAffi.

Buntok
6 3r:.ii

ffi
Diundangkan di Buntok
pada tanggal, 6 #rr1i

?a\--
K/ro s

BERITA I}ASBATI KABI'PATEH BABtrTO SEI,ATAIT TAIffTIE 2T}2O ITOMOR 15
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LAMPIRAN
PERATURA&I BUPATX EARTTCI SEI-ATAN
F{OMSR 15 TAHUN 2O2O

TENTANG
PEDOMAI{ UMUM PENANGANAN tsENTURAN
KEPENTXNGAN DI TINGKUNGAN PEMERINTAH
Y\ a Tilr'! a tTJJf\.E I\Jlm.

FOBMAT I-SPOR*IT BEXTIIBATT ITEPSIE?ITTGSIT

L*POn *!r tsS!5flrx*Iy KEP .EIYTIilGAE

YtI., Kepala
Di-

Terapat.

Iu{erujuk pada Peraturan Bupati Barits Selatan lrlornor."... Tahun 202* tentang
Pedcman Umu.m Perlanganan Bentur*n Krpentingan Di Linghmgan Pemerintah
Daerah, berikut disaretpaikan potenei Bentr*ran Kepentingan datam pelaksenaa*
tugaslkegiatare untuk dir&intakfirt t*laahan pofensi, penyeba.b dan penanganan
sebagai berikut:

tr{arna
hrnP

Pangkat/GoXonganRuang :

Jabafian
Benturan Kepentingan

Perryebab

Der:eikian disarnpaikana, nrohon petunjuk lebih lanjut"

Buntok,

Felap<lr,


